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ABSTRAK
Nama :  Asrianti
Nim :  90400114017
Judul   : Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP
Pratama Makassar Selatan)
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi pada
KPP Pratama Makassar Selatan). penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
pendekatan deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak KPP Pratama
Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.
Sampel di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan pada KPP
Pratama Makassar Selatan tersebut, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 71 wajib
pajak.
Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan secara
langsung. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan
melalui survei kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis
regresi moderating dengan pendekatan uji nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda
untuk hipotesis pemahaman dan sanksi perpajakan, Analisis regresi linear berganda dengan uji
nilai selisih mutlak untuk hipotesis pemahaman dan sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh
preferensi risiko.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan
sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis variabel
moderasi dengan pendekatan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa preferensi risiko
mampu memoderasi hipotesis pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar
masyarakat sebagai wajib pajak maupun wajib pajak badan dapat memahami pentingnya
membayar pajak dan mampu menjadi wajib pajak yang patuh agar dapat meningkatkan
penerimaan pajak. Selain itu agar wajib pajak bisa terhindar dari resiko yang akan dikenakan
apabila wajib pajak melanggar.
Kata kunci : pemahaman, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko.
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan
pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya
terhadap rakyat Indonesia.  Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara
melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan
sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak.
Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa
sekarang ini (Andinata, 2015).  Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan
peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan
nasional.
Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (budgetair dan
regulerend), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk
menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot
penerimaan negara.  Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut agar selalu
meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khusunya ini dikarenakan
meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan.  Pada masa kemerdekaan
Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang
ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti
dengan Pajak Penjualan (PPn).
2Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim telah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)
2017 secara efektif, efisien, kredibel, dan berkesinambungan (Angriani, 2018).
Klaim itu memang bukan tanpa alasan lantaran indikator makroekonomi berjalan
positif di tengah ketidakpastian ekonomi di sepanjang tahun lalu. Pada 2017,
penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau mencapai 91 persen dari
target di APBN Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.450,9 triliun.
Medcom.id mencoba menghimpun data penerimaan pajak sembilan tahun terakhir
dan mendapati setoran pajak RI tak pernah mencapai target sejak 2009.  Realisasi
penerimaan pajak pada 2009 hanya sebesar 94,5 persen atau Rp545 triliun dari
target Rp577 triliun.  Pada 2010 realisasinya 94,9 persen atau Rp628 triliun dari
target Rp662 triliun.  Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir pula, pemerintah baru
dua kali berhasil mencapai proyeksi penerimaan pajak yang ditetapkan di APBN
maupun APBNP. Penerimaan pajak terbaik terjadi pada 2008 dengan capaian
kenaikan cukup signifikan.
Penerimaan pajak pada tahun ini mencapai Rp 1.097,2 triliun atau 88,4
persen dari target di APBNP yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.  Sementara realisasi
penerimaan pajak pertambahan nilai (PPn) mencapai Rp 478,4 triliun atau 106
persen dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 475,5 triliun (Julianto, 2018).
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran
serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak, Direktorat Jenderal Pajak kiranya agar selalu berupaya mengoptimalkan
3pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
tertib sebagai Wajib Pajak.
Berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara pada Mei 2015 jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT di
Kanwil DJP Sultanbatara pada tahun 2015 mencapai 869.231.  Dari jumlah
tersebut ini terdiri dari 811.922 orang pribadi dan 57.309 badan. Tetapi, total
penerimaan laporan SPT yang masuk baru mencapai 360.053 (Anas, 2015).
Sedangkan pada beberapa tahun kemudian berdasarkan data dari Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kanwil DJP
Sulselbartra menyatakan, ada sekitar 40.011 Wajib Pajak (WP) Badan yang
terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017.
Agie Sugiha, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra,
mengatakan bahwa hingga 30 April baru 28.688 WP dari 68.699 WP Badan yang
melaporkan SPT-nya (Nurhikmah, 2018). SPT Tahunan ini menyangkut masalah
pribadi sebagai wajib pajak terlepas dari jabatan dan fungsinya masing-masing.
Penyampaian SPT ini berfungsi untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh
dalam setahun, melaporkan jumlah harta yang dimiliki sampai akhir pajak yang
bersangkutan, dan melaporkan jumlah kewajiban atau utang dari wajib pajak yang
bersangkutan.
Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah
kepatuhan wajib pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban
membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh. Selain itu, banyaknya
4kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa
rendahnya tingkat pengendalian yang dilakukan. Salah satu kasus yang terjadi
yaitu yang dilakukan oleh anak dari tokoh pers sul-sel, yang terbukti telah sengaja
tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak sejak
tahun 2006 (Agustina, 2014). Menurut Eko Pandoyo, Kepala Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra, penerimaan
pajak masih 49,51 persen dari target Rp 14 triliun penerimaan tahun ini, ia juga
mengatakan bahwa hingga Agustus 2018, penerimaan pajak berada di angka Rp
6,970 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, total pendapatan pajak
meningkat sekitar 12 persen.  Namun, dari angka tersebut, penerimaan DJP
Sulselbartra belum mencapai angka 50 persen (Ali, 2018).
Adiasa (2013) Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemahaman wajib
pajak terhadap peraturan perpajakan.  Pemahaman merupakan suatu proses dari
berjalannya pengetahuan seseorang.  Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah
berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami
dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya  ada
beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya
dengan benar secara sukarela (voluntary) dikarenakan Wajib pajak kurang
memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Rendahnya kesadaran
masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena
ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan.  Pemahaman pajak menjadi
faktor yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat
kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar mengenai perpajakan.
5Menurut Witte dan Woodbury (1985) menyatakan bahwa motivator utama
dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh
otoritas pajak.  Hal serupa juga diungkapkan oleh Ali (2001) yang menyatakan
bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah
ketidakpatuhan.  Wirawan dan Naniek (2017) Pemberian sanksi wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku merupakan sanksi perpajakan.
Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan evektivitas sistem pajak,
sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk
patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional
dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak
dimasa yang akan datang.  Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya akan
patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi
yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula (Webley
et.al, 1991 dalam; Wirawan dan Naniek, 2017). Selain itu hal yang harus
diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko.
Karena terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak
sebelum melakukan pembayaran pajak.  Risiko yang dipertimbangkan adalah
risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko
keselamatan.
Pajak menjadi salah satu penopang penerimaan negara yang terbesar,
sehingga kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
6dari warga negara menjadi modal utama untuk stabilitas perekonomian negara
kita. Adanya beberapa kasus yang menyeret aparatur pajak ini yang menimbulkan
sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
Para wajib pajak tidak ingin jika pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi
pribadi para aparatur pajak. Karena adanya beberapa kejadian ini Dirjen Pajak
perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak.
Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus
selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan Negara.  Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat ataupun
fungsi dari pajak terlebih dengan sanksi pajak maka tentu masyarakat akan sadar
pajak dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik
untuk meneliti “Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel
Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut.
1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak ?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak ?
73. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi penerapan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penenlitian dari
peneliti ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui hubungan preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh
pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui hubungan preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh
penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Definisi Operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel
dependen.Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, dengan rincian
sebagai berikut:
81) Pemahaman Perpajakan
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara
wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ada.  Faktor
pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat
kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan
(Noormala, 2008 dalam; Mahaputri dan Naniek, 2016).
Variabel pemahaman pajak dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan
setuju dan ketidaksetujuaanya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu.
Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan enam
item pernyataan. Skala ini menggunakan lima angka penilaian yaitu: (1) sangat
tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat setuju.
Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya:
1. Pemahaman mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan
2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.
2) Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran
bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi pajak
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dangan
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa
9dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 39).
Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan
setuju dan ketidaksetujuaanya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu.
Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan enam
item pernyataan. Skala ini menggunakan lima angka penilaian yaitu: (1) sangat
tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat setuju.
Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya:
1. Sanksi Pidana
2. Sanksi Administrasi
3. Sanksi pajak tanpa toleransi
4. Pengenaan sanksi tanpa negosiasi
b. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh
variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan
wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak bersedia melakukan
kewajibannya tanpa adanya paksaan dalam membayar pajak berdasarkan
peraturan yang masih berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai
kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan,
melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang
berlaku (Devos, 2009).
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Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan
setuju dan ketidaksetujuaanya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu.
Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan enam
item pernyataan. Skala ini menggunakan lima angka penilaian yaitu: (1) sangat
tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat setuju.
Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya:
a) Tepat waktu
b) Tidak mempunyai tunggakan pajak
c) Tidak pernah dijatuhi hukum karena melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan.
c. Variabel Moderasi
Variabel moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini dapat memperkuat
atau memperlemah hubungan antara variabel keduanya. Variabel moderasi dalam
penelitian ini adalah preferensi risiko.  Preferensi risiko adalah risiko atau peluang
yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama
diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia (Aryobimo, 2012 dalam;
Suntono dan Andi, 2015). Adiasa, (2013) dalam menghadapi risiko-risiko yang
terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu
risiko. Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung
menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul
dalam perpajakan.
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Variabel preferensi risiko dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan skala likert (likert scale) yang mengukur sikap dengan menyatakan
setuju dan ketidaksetujuaanya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu.
Variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan enam
item pernyataan. Skala ini menggunakan lima angka penilaian yaitu: (1) sangat
tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat setuju.







2. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh antara variabel
independen yaitu, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan preferensi risiko sebagai
variabel moderasi.  Penelitian ini sendiri dilakukan pada Wajib Pajak yang



























































































































































Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat persamaan dan
perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan yang
dilakukan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada
pembahasan dan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017)
menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif
atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Demikian pula
dengan penelitian yang dilakukan oleh Suntono dan Andi (2015) Wirawan dan
Naniek (2017) yang berhasil menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak dan
pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM. Untuk penelitian yang dilakukan peneliti sendiri bertujuan untuk
melihat hal yang sama yang dilakukan oleh kelima penelitian terdahulu. Dimana
kesamaan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu akan
menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu
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dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu peneliti akan menguji pengaruh
pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi, apakah
menguatkan atau justru melemahkan pemahaman dan penerapan sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wjaib pajak.
F. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara
wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih,
2011).  Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan
sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi
dengan sikap positif terhadap pajak.  Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib
pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib
pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian yang telah dilakukan Adiasa (2013) dan Suntono dan Andi
(2015) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil yang sama dilakukan dalam
penelitian Mahaputri dan Naniek (2016) menyatakan bahwa pemahaman
peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dimana pemahaman peraturan perpajakan ialah proses dimana wajib pajak
mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk
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membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis
sebagai berikut:
H1 : Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran
bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Zain
(2007:35) menyatakan bahwa atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib
pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan
melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak akan
patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam
usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi
(denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong
kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku
terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian Siregar (2017) sama dengan hasil penelitian yang
dilakukan Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yang menemukan bahwa sanksi
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Sejalan
dengan hasil penelitian sebelumnya, Wirawan dan Naniek (2017) dalam
penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif
karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka
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haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek
jera.  Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak.
3. Pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak
Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang
belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang
menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode
lama.  Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat
kepatuhan wajib pajak. Preferensi resiko adalah resiko apa yang nantinya akan
mempengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar
pajak.  Ketika wajib pajak mengetahui risiko apa yang akan dihadapinya maka
mereka yang akan menentukan apakah membayar pajak atau tidak membayar
pajak, hal tersebut karena preferensi risiko adalah pemilihan risiko yang akan
ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak senantiasa akan semakin
patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila dimoderasi oleh risiko yang ada
pada diri wajib pajak tersebut (Kartika dan Suntono, 2015).
Suntono dan Andi (2015) Hubungan antara variabel pemahaman peraturan
pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh
tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang
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muncul.  Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Julianti (2014)
mengemukakan bahwa hubungan antara pemahaman wajib pajak tentang
peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan baik apabila
dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam
menghadapi risiko yang muncul. Berdasarkan uraian diatas maka dapat
disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H3: Preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi penerapan sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah
ketidak patuhan wajib pajak.  Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib
pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin tinggi
atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak (Ardyanto, 2014).  Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya
karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian kepada
mereka, hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.  Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkat
preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut cenderung lebih taat
dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014).  Sedangkan apabila seorang wajib pajak
memiliki tingkat risiko yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka
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wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar
pajak.  Oleh sebab itu, sanksi perpajakan bisa berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak.  Semakin tinggi risiko seseorang maka semakin berusaha
untuk menghindari sanksi pajak dengan memenuhi kewajibannya dalam
membayar pajak.
Julianti (2014), menyatakan bahwa wajib pajak akan mempertimbangkan
sanksi yang akan mereka terima ketika mereka tidak patuh dalam kewajiban
perpajakannya.  Hasil penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) menemukan
bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan
antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.  Berdasarkan uraian diatas
maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Preferensi risiko memoderasi penerapan sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
G. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini menggunakan teori prospek yang dikemukakan oleh Daniel
Kahneman dan Amos Tversky (1979), dalam teori ini dijelaskan bahwa
bagaimana seseorang megambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyempurnakan teori prospek,
dimana teori ini diperuntukkan agar seseorang menjadi wajib pajak yang patuh,
sebagaimana teori prospek ini dapat menjelaskan mengenai preferensi risiko yang
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dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  Artinya, apabila seorang wajib
pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak
membayar kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dalam penelitian ini
menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan apakah
memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan preferensi
risiko
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi (1)masyarakat, sebagai
bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan
langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan
umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat
juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan,
apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka
harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang; (2)Badan usaha, membantu para
pengusaha untuk memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak yang
juga berpengaruh untuk kepentingan usahanya; dan (3)Kantor pelayanan pajak,
diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak terutama kesadaran wajib pajak
mengenai fungsi pajak.  Dengan adanya pemahaman pajak dan sanksi perpajakan





Menurut Daniel Kahneman dan Amos Tversky (1979), dalam teori ini
dijelaskan bahwa bagaimana seseorang megambil keputusan dalam kondisi yang
tidak pasti. Teori prospek menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki
kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan
daripada kerugian. Apabila seseorang berada dalam posisi untung maka orang
cenderung untuk menghindari risiko (risk aversion), sedangkan apabila seseorang
dalam posisi rugi maka orang akan cenderung untuk berani menghadapi risiko
(risk seeking). Dalam penelitian ini, teori prospek dapat menjelaskan mengenai
preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila
seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu
akan tidak membayar kewajiban perpajakannya.
B. Teori Kepatuhan
Menurut H.C Kelman dalam (Anggraeni, 2011), menjelaskan bahwa
kepatuhan diartikan sebagai suatu yang didasarkan pada harapan akan suatu
imbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman. Hukuman tersebut berupa
sanksi karena ketidakpatuhan. Dengan demikian, teori kepatuhan ini dapat
menjadi tolak ukur dalam bidang perpajakan. Tolak ukur ini dapat digunakan
terutama dalam hal pelaporan dan penerimaan pajak. Dengan adanya sanksi bila
wajib pajak melanggar kepatuhan, maka akan dikenakan sanksi yang dapat
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membuat wajib pajak berubah untuk menaaati peraturan. Pandangan Islam
mengenai ketaatan kepada perintah Allah juga dijelaskan dalam Q.S At-
Tagabun/64: 12
 ﱣﻠﻟا اُﻮﻌْﯿَِطاَو ْﻟا َﺎﻨِﻟْﻮُﺳَر ﻰٰﻠَﻋ ﺎَﻤﱠﻧَِﺎﻓ ُْﻢﺘْﯿﱠﻟََﻮﺗ ْنَِﺎﻓ َۚلْﻮُﺳ ﱠﺮﻟا اُﻮﻌْﯿَِطاَو َﮫ ُﻦْﯿِﺒُﻤْﻟا ُﻎَٰﻠﺒ
Terjemahannya: “Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul, jika kamu
berpaling, maka sesungguhnya kewajiban rasul kami hanyalah menyampaikan
(amanah Allah) dengan terang” (Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan
Terjemahannya, 64: 12)
Jenis ketaatan seperti yang disebutkan di atas akan lebih sempurna
jika diiringi dengan ketaatan dan kepatuhan kepada ulil amri atau
pemimpin. Ketaatan tersebut artinya harus selalu taat dan patuh terhadap
peraturan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini dapat dilakukan selama peraturan
itu masih dalam nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menyimpang dari aturan agama
Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya:
“Seorang Muslim wajib patuh dan setia terhadap pemimpinnya, dalam hal
yang disukai maupun tidak disukai, kecuali dia diperintah untuk melakukan
maksiat, dia tidak boleh patuh dan taat kepadanya” (H.R. Muslim ).
Menurut Deviano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan
perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada
terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan.
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2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantifatau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
Permasalahan kepatuhan pajak merupakan hal yang klasik dalam
perpajakan. Berbagai teori kepatuhan pajak yang dikemukakan beberapa ahli
menjelaskan tentang definisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
pajak. Pendekatan sederhana dari kepatuhan pajak berpendapat bahwa ketika
orang-orang memutuskan apakah membayar pajak mereka, mereka akan
memperhitungkan besarnya pajak tersebut dan sanksi legal yang diterima dari
ketidakpatuhan. Jackson dan Miliron (1986);dalam Palil dan Mustapha (2011)
mendefenisikan kepatuhan pajak sebagai melaporkan seluruh pendapatan dan
membayar seluruh pajak berdasarkan hukum, peraturan dan keputusan
pengadilan.
James dan Alley (1999); dalam Jotopurnomo dan Mangoting (2013)
mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang
berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di ukur dengan
Tax Gap yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan
dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Tax gap dapat pula diartikan
sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan
besar pajak yang seharusnya terkumpul. Sarker (2003) mendefenisikan kepatuhan
wajib pajak sebagai suatu tingkatan dimana seorang wajib pajak memenuhi atau
tidak peraturan perpajakan di negaranya. Internal Revenue Service (Brown dan
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Mazur, 2003) mengelompokkan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe
kepatuhan : (1) kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) kepatuhan
pembayaran (payment compliance), dan (3) kepatuhan pelaporan (reporting
compliance).  Ketiga tipe kepatuhan tersebut bila di ukur secara bersama-sama
akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kepatuhan wajib pajak.
Dalam ayat Al-quran juga dijelaskan tentang bagaimana orang yang
beriman seharusnya taat pada pemimpin yakni dalam surah An-nisa/4: 59
ۖ ْمُﻛْﻧِﻣ ِرَْﻣْﻷا ﻲِﻟُوأَو َلوُﺳ ﱠرﻟا اُوﻌﯾَِطأَو َﮫﱠﻠﻟا اُوﻌﯾَِطأ اُوﻧَﻣآ َنﯾِذﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ِْنَﺈﻓ
 ﱡدَُرﻓ ٍءْﻲَﺷ ِﻲﻓ ُْمﺗْﻋَزَﺎَﻧﺗِﺎﺑ َنُوﻧِﻣُْؤﺗ ُْمﺗْﻧُﻛ ْنِإ ِلوُﺳ ﱠرﻟاَو ِﮫﱠﻠﻟا َﻰﻟِإ ُهو ِمْوَﯾْﻟاَو ِﮫﱠﻠﻟ
 ًﻼﯾِْوَﺄﺗ ُنَﺳَْﺣأَو ٌرْﯾَﺧ َكِﻟ َٰذ ۚ ِرِﺧْﻵا
Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.(Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, 4: 59)
Rasulullah Saw juga bersabda yang artinya:
“Kamu wajib patuh dan setia, samada dalam keadaan susah atau
senang,suka atau duka dan walaupun merugikan kepentinganmu”
(HR.Muslim no.1836) (Yaminn,2013).
Dari hadis diatas juga dapat diketahui bahwa seorang muslim wajib patuh
dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh para ulil amri atau pemimpin
meskipun terkadang hal itu tidak sesuai dengan keingininan pribadi. Dalam hal




Pengetahuan merupakan salah satu ciri individu yang berpengaruh
terhadap prestasi seorang pakar atau ahli dalam membuat keputusan (Bouwman
dan Bradley, 1997: 103). Selain itu, Harahap (2004; 51) mengungkapkan bahwa
pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak akan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib
pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib
pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.
Gardina dan Hariyanto (2006) dalam; Hardiningsih dan Nila(2011)
menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh
pemahaman atau pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan
petugas pajak yang masih rendah.Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan
pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi,
konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.Selainitu, faktor pemahaman sangat
penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib
pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan (Noormala, 2008 dalam;
Mahaputri dan Naniek, 2016).
D. Sanksi Perpajakan
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan dangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau
dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah
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(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011
: 39). Fisher et al (1992) dalam; Wirawan dan Naniek (2017) mengatakan bahwa
persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam
menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Undang-
Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan
yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar Undang-
undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya,
demikian halnya untuk hukum pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran
pajak apabila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya.
Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka
semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Pelanggaran terhadap
kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut
pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan akan dikenakan sanksi
administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut pelanggaran yang
menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana
(Mardiasmo, 2011).
Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran
bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas
kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak
membayar pajak karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan
masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Pengetahuan Pajak yaitu langkah
pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan
pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal
26
dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan
merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.
E. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam
persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan
membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009).
Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu
ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009). Upaya
untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi yang masih
belum optimalnya sistem perpajakan dijalankan. Dalam sistem self assessment
yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak
diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri.Kewajiban
penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak dilaksanakan sendiri
oleh wajib pajak dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti
dan memhami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan
prosedur perpajakan.  Pemenuhan kewajiban ini tidaklah mudah dilakukan wajib
pajak. Berjalannya sistem ini banyak bergantung pada adanya aturan yang jelas,
adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana dan tidak
berbelit-belit.
Pengertian kepatuhan pajak dapat didefinisikan menjadi dua macam, yaitu
pengertian secara sederhana dan secara komprehensif. Pengertian kepatuhan
secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi
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kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian
kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang
memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut
akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak dan Imam, 2012). Pada
sistem self assessment kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku
individu dalam mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari perilaku
wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan
pajak, baik SPT masa maupun SPT tahunan.
Masalah Jumlah wajib pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, tetapi
belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan
kewajiban pajaknya (Sulufiyyah, 2015). Keengganan ini mungkin disebabkan
oleh tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan yang masih
sangat kurang. Masalah ini membuat pmerintah mempunyai tugas ekstra untuk
mencari solusinya, karena tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peran penting
dalam realisasi penerimaan pajak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-
Qur’an Surat At-Taubah Ayat 29:
 ُﮫﱠﻠﻟٱ َم ﱠﺮَﺣ ﺎَﻣ َنﻮُﻣ ِّﺮَُﺤﯾ َﻻَو ِﺮِٓﺧۡﻷٱ ِمَۡﻮﯿۡﻟﭑِﺑ َﻻَو ِﮫﱠﻠﻟﭑِﺑ َنُﻮﻨِﻣُۡﺆﯾ َﻻ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ْاُﻮﻠِﺘ َٰﻗ
 ُأ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ َﻦِﻣ ِّﻖَﺤۡﻟٱ َﻦﯾِد َنُﻮﻨﯾِﺪَﯾ َﻻَو ۥُُﮫﻟﻮُﺳَرَو ﻦَﻋ َﺔَﯾۡﺰِﺠۡﻟٱ ْاﻮُﻄُۡﻌﯾ ٰﻰﱠﺘَﺣ َﺐ َٰﺘِﻜۡﻟٱ ْاُﻮﺗو
  َنوُﺮِﻐ َٰﺻ ۡﻢُھَو ٖﺪَﯾ٢٩
Terjemahannya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka
dalam keadaan tunduk.” (Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya:
QS. At-Taubah : 29).
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Dalam ayat diatas telah mengatakan, bahwa pajak dipungut sebagai wujud
kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk
menghimpun dana bagi pemerintah panjajah. Pada masa kini, pemungutan pajak
berlandaskan undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemungutan pajak
dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menunjukan bahwa
sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan
Indonesia. Allah SWT. telah mensareatkan zakat mewajibkan dan menjadikan
salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya. Ini merupakan suatu perintah yang
harus dilaksanakan. Sebagai mana Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat
Al-Baqarah Ayat 277 :
 ۡﻢُﮭَﻟ َةٰﻮَﻛ ﱠﺰﻟٱ ْاَُﻮﺗاَءَو َةٰﻮَﻠ ﱠﺼﻟٱ ْاﻮُﻣَﺎَﻗأَو ِﺖ َٰﺤِﻠ ٰﱠﺼﻟٱ ْاُﻮﻠِﻤَﻋَو ْاُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﱠنِإ
  َنُﻮﻧَﺰَۡﺤﯾ ۡﻢُھ َﻻَو ۡﻢِﮭۡﯿَﻠَﻋ ٌفۡﻮَﺧ َﻻَو ۡﻢِﮭِّﺑَر َﺪﻨِﻋ ۡﻢُھُﺮَۡﺟأ٢٧٧
Terjemahannya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal
saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati”. ((Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya: QS. Al-
Baqarah : 277).
Menunaikan zakat adalah wajib bagi umat islam yang mampu.
Maksudnya ialah mengeluarkan sebagian dari harta merupakan bagian mutlak dari
ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah SAW. Beserta
umat islam pada tahun kedua setelah hijrah.Maka oleh karena itu, pentingnya
wajib melaksanakan zakat bagi warga negara yang beragama islam. Dan hal ini
dikaitkan dengan pajak yang berlangsung di negara Indonesia yang notabennya
beragama islam.Oleh sebab itu, sebagai warga negara kita diwajibkan untuk
membayar pajak dan patuh guna untuk keperluan orang banyak.Meskipun dalam
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al-Qur’an melarang praktik pajak , tapi sebagai seorang muslim kita diwajibkan
untuk menaati pemimpin selama perintah dari pemimpin tersebut adalah bukan
kemaksiatan, maka kita wajib menaatinya. Rasulullah saw juga berwasiat kepada
kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulullah kemudian
berpesan agar menaati pemimpinnya.
F. Preferensi Risiko
Preferensi risiko adalah risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan
oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai
pilihan yang tersedia (Aryobimo, 2012dalam; Suntono dan Andi, 2015). Torgler
(2007) menyampaikan bahwa keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi
oleh sikap mereka terhadap risiko. Preferensi risiko seseorang merupakan salah
satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan
keputusan termasuk kepatuhan pajak. Dalam teori prospek menerangkan bahwa
ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak
memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan
wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko yang
tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi
wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko
yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan
wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial,
risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Adiasa, (2013) Dalam menghadapi
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risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk
menghadapi suatu risiko. Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang
cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang
muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang wajib
pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil
keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko
yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan
tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga
kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal.
G. Rerangka Pikir
Kepatuhan wajib pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak
dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Marcus (2005): ”Kepatuhan
Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan
diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan
dalam pembayaran tunggakan”. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material
adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum
batas waktu berakhir. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kepatuhan wajib
pajak melibatkan beberapa variabel untuk menemukan masalah tersebut. Adapun
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif yang menggunakan angka-angka dengan perhitungan statistik.
Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan
untuk  meneliti  populasi  atau  sampel  tertentu. Adapun pendekatan penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat
ini dari suatu populasi. Penelitian ini untuk memberikan gambaran umum
permasalahan yang jelas mengenai fakta yang diteliti.  Tujuan Penelitian ini untuk
menguji hipotesis dengan menentukan hubungan sebab akibat antara variabel
independen dan variabel dependen (Witono, 2008) atau dengan menjawab
pertanyaan yang berkaitan dengan status dari subjek yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk wajib pajak orang
pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
yang terletak di jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Gedung Keuangan Negara 1
Panakkukang, Makassar.
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B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah sekelompok orang dengan kejadian atau segala sesuatu yang
mempunyai karakteristik tertentu Indriantoro dan Supomo (2013:115).  Adapun
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi
tersebut.  Dalam penelitiaan ini sampel ditentukan dengan metode purposive
sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan karakteristik dengan kriteria sampel
yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif.  Kriteria responden
dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer
(primary data) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu
organisasi secara langsung dari objek yang diteliti (Siregar, 2013:37).  Data
primer dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tanpa melalui
perantara, data primer juga biasanya juga diperoleh dengan survei lapangan yang
menggunakan semua metode pengumpulan data.
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2. Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini adalah hasil dari jawaban responden atas
kuesioner yang sudah disebarkan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang
pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan preferensi
risiko kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada dua cara yaitu studi
kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data
dengan mengambil data terkait penelitian melalui internet, jurnal-jurnal publikasi,
serta buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang
di bahas. Sementara studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan
kuesioner, yaitu fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data yang
diperoleh dari kuesioner yang berbentuk daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis
yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, dimana
sudah disediakan alternatif jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang telah
disediakan sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner adalah pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk di berikan jawaban berkaitan dengan
penelitian ini (Trisnawati dan Sudirman, 2015). Untuk memperoleh data yang
lebih akurat kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan
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mendatangi responden yang terdaftart di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan.
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan angket atau kuisioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variable
Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Preferensi Risiko (M), dan
Kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk mengukur pendapat responden digunakan 5
skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan
angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
Angka 3 = Netral (N)
Angka 4 = Setuju (S)
Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
E. Metode Analisis Data
Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah
dinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang
ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan
informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan
hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan
yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif.  Analisis
kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang
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besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-
angka. Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data
yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk daftar pertanyaan tertulis yang telah
dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, dimana sudah disediakan
alternative jawaban dan pertanyaan yang telah disediakan sehingga responden
tinggal memilih. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji
kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui
program IBM SPSS 21 for windows.
1. Analisis Data Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran
mengenai variabel yang ditelit. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata
(mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data
penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran
mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pernyataan
kuesioner. Data tersebut antara lain: usia, latar belakang pendidikan, jenis wajib
pajak, jenis kelamin, dan data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan
kuesioner.
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas Data
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuisioner yang
digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen
tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner
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mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
(Ghozali, 2013). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :
1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan tersebut
adalah valid.
2) Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka butir pernyataan tersebut
adalah ti dak valid.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk
dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika jawaban terhadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013).
Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot atau pengukuran sekali
saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan
dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. SPSS
memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach
Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan
Cronbach Alpha >0.60 atau lebih besar daripada 0.60.
3. Uji Asumsi Klasik
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang
diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi
harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi
klasik mencakup hal sebagai berikut:
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a. Uji Normalitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variable pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji
normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal,
kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan
analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan:
i. Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi
dengan distribusi yang mendekati distrbusi normal, dan
ii. Normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus
diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis
diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya
(Ghozali, 2013).
Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov.
Dasar pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah:
1. Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05
menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut
memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi
0,05 tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut
tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).
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b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika
variable independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama
variable independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya
multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance
dan VIF (Variance Inflation Factor).
1) Jika nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa
tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
2) Jika nilai tolerance< 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan
multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan
kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan
kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji
heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel
terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan risidualnya SRESID. Deteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
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tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y
adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah risidual (Ghozali, 2013).
Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah dengan uji
glejser. Uji ini di lakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap
variabel dependen (Gujaranti, 2003 dalam Ghozali, 2013). Jika tingkat
signifikannya di atas 0,005 maka model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke-I dengan
observasi i-I. Cara perhitungan secara manual perihal asumsi autokorelasi
bukanlah dihitung pada semua variabel, melainkan cukup residunya saja.  Untuk
mendeteksi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan beberapa analisis
seperti salah satunya dengan uji Durbin Watson.  Uji Durbin Watson dilakukan
dengan asumsi atau syarat model regresi harus menyertakan konstanta,
autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi firs order serta variabel
dependen bukan merupakan variabel lag.
4. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variable independen terhadap variable
depanden dilakukan dengan meggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis
regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas
terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.
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Rumus untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable
dependen yaitu :
Y= α + β1X1 + β2X2 + e
Keterangan :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
α = Konstanta
X1 = Pemahaman Perpajakan
X2 = Sanksi Perpajakan
β1-β2 = Koefisien regresi berganda
e = error term
b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak
Ghozali (2013) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk
menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel
independen. Menurut Ghozali (2013) interaksi ini lebih disukai oleh karena
ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan
berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variable pemahaman
perpajakan dan sanksi pajak berasosiasi dengan skor rendah preferensi risiko (skor
tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan
berlaku skor rendah dari variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak
berasosiasi dengan skor tinggi dari preferensi risiko (skor rendah). Kedua
kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap preferensi risiko. Langkah
uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan
regresi sebagai berikut:
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Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZM + β4|ZX1-ZM| + β5|ZX2–ZM|+ e
Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
ZX1 = Standardize Pemahaman Perpajakan
ZX2 = Standardize Sanksi Perpajakan
ZM = Preferensi Risiko
|ZX1–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai
absolute perbedaan antara ZX1 dan ZM
|ZX2–ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai
absolute perbedaan antara ZX2 dan ZM
A = Kostanta
Β = Koefisien Regresi
e = Error Term
Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui criteria sebagai berikut
(Ghozali, 2013:214):
Tabel 3.1
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi
No Tipe Moderasi Koefisien
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan
b3 Signifikan
2 Quasi Moderasi b2 Signfikan
b3 Signifikan
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signfikan
b3 Tidak Signifikan
4 Prediktor b2 Signfikan
b3 Tidak Signifikan
Keterangan:
b2 :   variabel preferensi risiko
b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Pemahaman
dan Sanksi Perpajakan) dengan variabel preferensi risiko.
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Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi
secara parsial (t-test):
1) Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 mempunyai
interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendeteksi
1) berarti variable bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkanjika R2 bernilai
kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen
sangat terbatas.
2) Uji Regresi Secara Simultan
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan criteria uji hipotesis
dapat diukur dengan syarat:
a) Membandingkan t hitung dengan t table (1) Jika t hitung> t tabel maka
hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen secarasi gnifikan. (2) Jika t hitung< t
tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-
sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
b) Melihat Probabilities Values
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05:
(1) Jika probabilitas> 0,05, maka hipotesis ditolak
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(2) Jika probabilitas< 0,05, maka hipotesis diterima
3) Uji Regresi Secara Parsial
Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan
pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.
Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen.
Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang
dapat dipilih yaitu:
a) Membandingkan t hitung dengan t table
(1) Jika t hitung>t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen.
(2) Jika t hitung< t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variable
dependen.
b) Melihat Probabilities Values
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05:
(1) Jika probabilitas> 0,05, maka hipotesis ditolak
(2) Jika probabilitas< 0,05, maka hipotesis diterima
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(3) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja
vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan
Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip
Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan
fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan
hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KKP Makassar Utara, Kantor
Pelayanan  PBB Makkasar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Makassar.
Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur
Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama
Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri
Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah
penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi
KKP Pratama Makassar Selatan.
Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP
mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah
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diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh kerana itu, struktur organisasi mengalami
perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional
Pemeriksa Pajak.
Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama
Makassar Selatan, diantaranya:
1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat
dan Tenggara tahun 2011
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit ( MTU ) tingkat Kanwil DJP
Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis
Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan tenggara
dalam ranka hari Keuangan ke-65
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan
Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam
mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan
penerimaan pajak tahun 2011.
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1. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan
Visi Direktorat Jenderal Pajak
“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di
Asia Tenggara.”
Misi Direktorat Jenderal Pajak
“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan
Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan
negara demi kemakmuran rakyat.”
Visi KPP Pratama Makassar Selatan
“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam
penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”
Misi KPP Pratama Makassar Selatan
“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk




1. Integritas: Berfikir, berkata berprilaku dan bertindak dengan baik dan
benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Dapat
dilakukan dengan bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya serta menjaga
martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik
dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Dapat dilakukan
dengan mempunyai keahlian dan pengetahun yang luas, dan bekerja
dengan hati.
3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
Dapat dilakukan dengan memiliki sangka baik, saling percaya dan
menghormati, serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat
dan aman. Dapat dilakukan dengan melayani dengan berorientasi pada
kepuasan pemangku, serta bersikap proaktif dan cepat.
5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang
untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Dapat dilakukan dengan
perbaikan terus menerus serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas.
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4. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan
Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama adalah sebagai berikut: Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi
Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan
Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi
Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, danKelompok
Jabatan Fungsional Penilai.
Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama MakassarSelatan sebagai berikut:
1. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta
melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan
langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa
disingkat TPT.
Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :
Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :
 Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
 Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh
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2. Sub Bagian Umum
Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas
pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan
pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan
pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan
tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses
bisnis.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman
dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian
Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan
aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan
kinerja organisasi.
4. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan,
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan
perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak
yang ditunjuk kepala kantor.
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5. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses
penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak,
bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III,
serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas
melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib
Pajak.
8. Seksi Ekstensifikasi
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan
dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi,
bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
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5. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan
KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di





Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km2, dengan jumlah penduduk
sebanyak466.272jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan
Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12
persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama
Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan
total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga
di Kota Makassar.
Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah
Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang
sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang
hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak
yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.
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6. Jumlah Wajib Pajak 5 Tahun Terakhir
Tabel 4.1
Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak
2013 2014 2015 2016 2017
1. WP Terdaftar 108.250 117.090 130.688 142.441 154.091
• Badan 12.469 13.471 14.255 15.291 16.461
• OP Non Karyawan 16.323 14.807 15.723 17.303 19.077
• OP Karyawan 79.458 88.812 100.710 109.847 118.553
2013 2014 2015 2016 2017
2. WP Terdaftar Wajib SPT 91.862 89.820 88.540 82.932 83.262
• Badan 7.715 7.268 6.964 6.932 6.420
• OP Non Karyawan 10.671 8.953 6.049 6.394 7.121
• OP Karyawan 73.476 73.599 75.527 69.606 69.721
2013 2014 2015 2016 2017
3. Realisasi SPT 42.889 42.307 40.841 44.400 45.745
• Badan 3.375 3.357 3.724 4.094 3.949
• OP Non Karyawan 2.316 2.069 2.589 2.559 3.231
• OP Karyawan 37.198 36.881 34.528 37.747 38.565
2013 2014 2015 2016 2017
4. Rasio Kepatuhan ( 3 : 2 ) 0,47 0,47 0,46 0,54 0,55
• Badan 0,44 0,46 0,53 0,59 0,62
• OP Non Karyawan 0,22 0,23 0,43 0,4 0,45
• OP Karyawan 0,51 0,5 0,46 0,54 0,55
Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan, tahun 2018
Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak
yang terdaftar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, baik wajib
pajak terdaftar SPT maupun realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak setiap
tahunnya. Selain itu, rasio kepatuhannya juga menunjukkan peningkatan setiap
tahunnya bahkan pada tahun terkahir mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang
terdaftar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dari para wajib
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sudah sebagian besar
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menunjukkan kepatuhannya dalam mematuhi kewajibannya yaitu membayar
pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
B. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden




No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase
1 Kuesioner yang disebarkan 75 100 %
2 Kuesioner yang tidak kembali 4 5,33 %
3 Kuesioner yang kembali 71 94,67 %
4 Kuesioner yang cacat 0 0 %
5 Kuesioner yang dapat diolah 71 94,67 %
n sampel = 71
Responden Rate = (71/75) x 100% =94,67%
Sumber: Data primer yang diolah (2018)
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 75
butir dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 71
butir atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 94,67% dari total yang
disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 4 butir atau tingkat
yang diperoleh sebesar 5,33%. Dari kuesioner sebanyak 4 butir yang tidak
kembali disebabkan karena kesibukan dari beberapa wajib pajakKPP Pratama
Makassar Selatan, selain itu juga ada beberapa wajib pajak yang tidak sengaja
menghilangkan kuesioner tersebut. Adapun kuesioner yang cacat atau tidak dapat
diolah sebanyak 0% atau tidak ada.
Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini,
yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis wajib pajak yang
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terdaftarpada KPP Pratama Makassar Selatan. Karakteristik responden tersebut
akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:
a. Jenis Kelamin
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 38 53,52%
2 Perempuan 33 46,48%
Jumlah 71 100%
Sumber: Data primer diolah (2018)
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak
adalah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang atau sebesar
53,52% sedangkan sisanya yakni 33 orang atau sebesar 46,48% merupakan
responden perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang
terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan didominasi oleh laki-laki.
b. Usia
Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah Persentase
1 20-35 Tahun 30 42,25%
2 36-45 Tahun 34 47,89%
3 46-55 Tahun 7 9,86%
4 >56 tahun 0 0 %
Jumlah 71 100 %
Sumber: Data primer diolah (2018)
Tabel 4.4 menunjukkan usia responden dalam penelitian ini sebagian besar
berumur antara 36-45 tahun yaitu sebanyak 34 responden atau sebesar 47,89%,
usiadari 20-35 tahun sebanyak 30 responden atau sebesar 42,25%, dilanjutkan
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dengan umur antara 46-55 tahun sebanyak 7 responden atau sebesar 9,86%, dan
responden yang berumur lebih dari 56 tahun tidak ada.
c. Tingkat Pendidikan
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 SMA/SMK 5 7,04%
2 D3 2 2,82%
3 S1 56 78,87%
4 S2 8 11,27%
Jumlah 71 100 %
Sumber: Data primer diolah (2018)
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi
oleh pendidikan strata 1 (S1) sebanyak 56wajib pajakatau sebesar 78,87%,
sedangkan responden dengan tingkat pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 8 wajib
pajak atau sebesar 11,27%, responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 2
atau sebesar 2,82%, dan untuk responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK
sebanyak 5 atau sebesar 7,04%.
d. Jenis Wajib Pajak
Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak
No Jenis Wajib Pajak Jumlah Persentase
1 WPOP 40 56,34%
2 WP Badan 31 43,66%
Jumlah 71 100 %
Sumber: Data primer diolah (2018)
Tabel 4.6 menunjukkan jenis wajib pajak responden yang paling banyak
yaitu WPOP (wajib pajak orang pribadi) sebanyak 40 responden atau sebesar
56,34%, sedangkan responden dengan jenis wajib pajak badan sebanyak 31
responden atau sebesar 43,66%.
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a. Analisis Deskriptif Variabel




N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X1 71 20,00 30,00 25,2535 2,26601
X2 71 14,00 25,00 21,1972 2,42970
M 71 38,00 60,00 48,4225 5,82767
Y 71 27,00 40,00 33,8873 2,94981
Valid N (listwise) 71
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel
penelitian. Berdasarkan  tabel  4.7,  hasil analisis dengan menggunakan statistik
deskriptif terhadap pemahaman perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar
20, nilai  maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 25,25dengan standar
deviasi  sebesar 2,27. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik
deskriptif  terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum
sebesar 14, nilai maksimum sebesar 25, mean (rata-rata) sebesar 21,20 dengan
standar deviasi sebesar 2,43. Variabel preferensi risiko menunjukkan nilai
minimum  sebesar 38, nilai maksimum sebesar 60, mean (rata-rata) sebesar 48,42
dengan standar deviasi sebesar 5,83. Variabel kepatuhan wajib pajak
menunjukkan  nilai  minimum  sebesar 27, nilai maksimum sebesar 40, mean
(rata-rata) sebesar 33,89 dengan standar deviasi sebesar 2,45.
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1) Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan(X1)
Analisa deskriptif terhadap variabel pemahaman perpajakan terdiri dari 6
item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai pemahaman perpajakan akan
dijabarkan melalui tabel berikut:
Tabel 4.8
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pemahaman Perpajakan
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS N S SS
X1.1 1 28 42 317 4,461,4% 39,4% 59,2%
X1.2 4 42 25 306 4,315,6% 59,2% 35,2%
X1.3 1 48 22 302 4,251,4% 67,6% 31%
X1.4 2 7 50 12 287 4,042,8% 9,8% 70,4% 17%
X1.5 2 3 50 16 282 3,972,8% 4,2% 70,4% 22,6%
X1.6 5 3 41 22 299 4,217,1% 4,2% 57,7% 31%
Rata-rata Keseluruhan 4,21
Sumber: Data primer  diolah (2018)
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 71 responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
variabel pemahaman perpajakan (X1) berada pada skor 4,21. Hal ini berarti bahwa
rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel pemahaman
perpajakan. Pada variabel pemahaman perpajakan, terlihat bahwa nilai indeks
tertinggi sebesar 4,46 berada pada item pernyataan pertama. Sebagian besar wajib
pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa dengan adanya
pemahaman perpajakan, maka ini membantu dalam meningkatkan kepatuhan
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wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan
pajak yang berujung pada peningkatan pendapatan negara.
2) Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan(X2)
Analisa deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan terdiri dari 5 item
pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai sanksi perpajakanakan dijabarkan
melalui tabel berikut:
Tabel 4.9
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Perpajakan
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS N S SS
X2.1 3 37 31 113 3,534,2% 52,1% 43,7%
X2.2 3 6 2 51 9 111 3,474,2% 8,4% 2,8% 71,8% 12,8%
X2.3 7 5 54 5 110 3,449,9% 7% 76,1% 7%
X2.4 3 1 52 15 110 3,444,2% 1,4% 73,2% 21,2%
X2.5 3 2 32 34 108 3,384,2% 2,8% 45,1% 47,9%
Rata-rata Keseluruhan 3,43
Sumber: Data primer diolah (2018)
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 71 responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
variabel sanksi perpajakan (X2) berada pada skor 3,43. Hal ini berarti bahwa rata-
rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel sanksi perpajakan.
Pada variabel sanksi perpajakan, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,53
berada pada item pernyataan pertama. Sebagian besar wajib pajak KPP Pratama
Makassar Selatan menganggap bahwa penerapan sanksi perpajakan memang
sangat dibutuhkan, khususnya pada wajib pajak KPP Pratama Makassar
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Selatan.Semakin tinggi sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran, maka
ini mampu memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan
peraturan perpajakan.
3) Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Analisa deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 8
item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak akan
dijabarkan melalui tabel berikut:
Tabel 4.10
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS N S SS
Y.1 43 28 314 4,4260,6% 39,4%
Y.2 3 50 18 303 4,274,2% 70,4% 25,4%
Y.3 14 52 5 286 4,0319,8% 73,2% 7%
Y.4 3 41 27 311 4,384,2% 57,7% 38,1%
Y.5 6 5 54 6 289 4,078,5% 7% 76% 8,5%
Y.6 2 4 57 8 292 4,112,8% 5,6% 80,3% 11,3%
Y.7 3 5 42 21 298 4,204,2% 7% 59,2% 29,6%
Y.8 2 43 26 313 4,412,8% 60,6% 36,6%
Rata-rata Keseluruhan 4,24
Sumber: Data primer  diolah (2018)
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 71 responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada skor 4,42. Hal ini berarti bahwa
rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel kepatuhan
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wajib pajak. Pada variabelkepatuhan wajib pajak, terlihat bahwa nilai indeks
tertinggi sebesar 4,42 berada pada item pernyataan pertama. Dapat dilihat dari
sebagian besar wajib pajak yang setuju mengenai variabel kepatuhan wajib pajak
ini yang dimaksudkan agar wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa
adanya paksaan dalam membayar pajak yang akan berimbas pada pendapatan
daerah untuk pembangunan dan menyediakan sarana dan prasarana.
4) Analisis Deskriptif Variabel Preferensi Risiko (M)
Analisis deskriptif terhadap variabel prefrensi risiko terdiri dari 12 item
pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai preferensi risiko akan dijabarkan
melalui tabel berikut:
Tabel 4.11
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Preferensi Risiko
Item
Pernyataan
Frekuensi dan Persentase Skor MeanSTS TS N S SS
M.1 1 6 55 9 292 4,111,4% 8,4% 77,5% 12,7%
M.2 2 6 57 6 295 4,152,8% 8,4% 80,4% 8,4%
M.3 3 6 51 11 292 4,114,2% 8,4% 71,9% 15,5%
M.4 7 6 54 4 285 4,019,9% 8,4% 76% 5,7%
M.5 4 29 8 29 1 250 3,55,7% 40,8% 11,3% 40,8% 1,4%
M.6 13 11 40 7 278 3,9118,3% 15,5% 56,3% 9,9%
M7 2 4 53 12 294 4,142,8% 5,7% 74,6% 16,9%
M8 2 2 53 14 304 4,292,8% 2,8% 74,6% 19,8%
M9 11 3 48 9 286 4,0315,5% 4,2% 67,6% 12,7%
M10 5 7 48 11 294 4,147% 9,9% 67,6% 15,5%
M11 3 10 5 46 7 286 4,034,2% 14,1% 7% 64,8% 9,9%
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M12 8 9 50 4 282 3,9711,2% 12,7% 70,4% 5,7%
Rata-rata Keseluruhan 4,03
Sumber: Data primer  diolah (2018)
Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 71 responden yang
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada
variabel preferensi risiko (M) berada pada skor 4,03. Hal ini berarti bahwa rata-
rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel preferensi risiko.
Pada variabel preferensi risiko, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar
4,29berada pada item pernyataan kedelapan. Sebagian besar wajib pajak KPP
Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa semakin jelas risiko yang ada,
maka akan mendorong wajib pajakuntuk patuh dalam membayar pajak.
C. Hasil Uji Kualitas Data
Tujuan dari uji kualitas instrumen adalah untuk mengetahui konsistensi
dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas instrumen yang dihasilkan dari
penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji
validitas dan uji reliabilitas.
1. Uji Validitas
Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya
kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk
mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai Corrected Item Total
Corelation. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari  tabel r maka
dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) =
71responden dan besarnya df dapat dihitung 71–2 = 69 dengan df = 69 dan alpha
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= 0,05 didapat tabel r = 0,233. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r
hitung lebih besar dari 0,233. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:
Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas














































Sumber : Data Primer diolah 2018
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Tabel  4.12 tersebut  memperlihatkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan
memiliki  nilai koefisien  korelasi  positif  dan  lebih  besar  dari pada  tabel r.  Hal
ini  berarti  bahwa  item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan
dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatau kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan
reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan
menggunakan metode Alpha Cronbach yakni suatu  instrumen  dikatakan  reliabel
bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,70 atau lebih. Hasil
pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach’ Alpha Keterangan
1. Pemahaman Perpajakan 0,709 Reliabel
2. Sanksi Perpajakan 0,740 Reliabel
3. Kepatuhan Wajib Pajak 0,756 Reliabel
4. Preferensi Risiko 0,855 Reliabel
Sumber : Data Primer diolah 2018
Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua
variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen
kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel pemahaman perpajakan,
sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko yaitu dinyatakan
andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.
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D. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik harus terlebih dulu dilakukan sebelum uji regresi
berganda, hal ini bertujuan untuk mengethui apakah asumsi-asumsi yang
diperlukan adalah uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam
penelitian ini adalah, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas
dan uji autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang
digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam
penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu kolmogorov smirnov
dan normal probability plot. Uji kolmogorov smirnov lebih sering digunakan
karena menghasilkan angka-angka yang lebih detail, dan hasil tersebut lebih dapat
dipercaya. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai probabilitas
Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil uji kolmogorov smirnov dapat
dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized Residual
N 71






Asymp. Sig. (2-tailed) ,990
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
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Dari table 4.14 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang
ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed) berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar
0,990. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam
penelitian ini terdistribusi normal. Selain uji Kolmogorov smirnovcara lain untuk
menguji nomalitas yaitu dengan grafik normal probability plot.
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Gambar  4.2 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal
probability plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam
penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen).Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara
variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance
Value atau Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut:
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa
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tidak terjadi gejala multikoliniearitas.







Pemahaman Perpajakan ,358 2,791
Sanksi Perpajakan ,400 2,498
Preferensi Risiko ,493 2,027
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.15 diatas, nilai tolerance yang
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel Pemahaman
Perpajakan senilai 0,358, sanksi perpajakan senilai 0,400, preferensi risiko senilai
0,493. Adapun nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada
10. Untuk variabel Pemahaman Perpajakan senilai 2,791, sanksi perpajakan
senilai 2,498, dan preferensi risiko senilai 2,027. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua
nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih
kecil dari 10.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
menggunakan Sactter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model
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regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian
heteroskedastisitas dengan metode Scatter Plot diperoleh sebagai berikut :
Gambar 4.3
Hasil  Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.3 menunjukan bahwa grafik
scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana
titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka
0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi
kepatuhan wajib pajak berdasarkan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan
yang di moderasi oleh, preferensi risiko.
Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji
Park. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.16. Jika nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gelaja heteroskedastisitas, apabila nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.
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Hasil uji park pada table 4.16 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai
probabilitas semua variabel independen berada diatas tingkat signifikan 0,05 jadi
data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melalui runs test. Suatu penelitian
dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai asymp sig diatas 0,05 (>5%) dan






Cases < Test Value 35
Cases >= Test Value 36
Total Cases 71
Number of Runs 40
Z ,839
Asymp. Sig. (2-tailed) ,402
a. Median
Sumber : Output SPSS 21 (2018)
Tabel 4.16






B Std. Error Beta
1
(Constant) 2,735 2,471 1,107 ,272
Pemahaman Perpajakan ,103 ,162 ,125 ,634 ,528
Sanksi Perpajakan -,003 ,143 -,004 -,023 ,982
Preferensi Risiko -,106 ,054 -,332 -1,979 ,052
a. Dependent Variable: LnRes
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai runs test yang ditunjukkan oleh
nilai asymp sig (2 tailed) sebesar 0,402 yang lebih besar dari 0,05 jadi dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.
E. Hasil Uji Hipotesis
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2,
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen
(pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen
(kepatuhan wajib pajak), sedangkan untuk hipotesis H3, H4untuk menguji
pengaruh moderasi preferensi risiko dengan menggunakan analisis moderasi
dengan pendekatan uji residual. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan
program SPSS versi 21.
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2
Pengujian  hipotesis  H1 dan H2 dilakukan  dengan  analisis  regresi
berganda untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil  pengujian  tersebut ditampilkan sebagai
berikut :
Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the Estimate
1 ,733a ,537 ,523 2,03742
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Hasil uji koefisien deteminasi pada Tabel 4.18 menunjukkan nilai adjusted
r square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat
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(dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Dari tabel 4.18 di atas nilai adjusted square sebesar 0,523. Hal ini
menunjukkan bahwa 52% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel
pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Sisanya sebesar 48%  dipengaruhi
oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 4.19
Hasil Uji f – Uji Simultan
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 326,825 2 163,412 39,366 ,000b
Residual 282,274 68 4,151
Total 609,099 70
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian
regresi berganda menunjukkan hasil f hitung sebesar 39,366 dengan tingkat
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai f hitung 39,366 lebih
besar dari nilai tabel f sebesar 3,13 (df1=3-1=2 dan df2 =71-3= 68). Berarti
variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel  4.20






B Std. Error Beta
1
(Constant) 11,052 2,727 4,053 ,000
Pemahaman Perpajakan ,496 ,164 ,381 3,019 ,004
Sanksi Perpajakan ,487 ,153 ,401 3,176 ,002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
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Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai
berikut :
Y = 11,052 + 0,496 X1+0,487 X2 +  e
Keterangan :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = Pemahaman Perpajakan
X2 = Sanksi Perpajakan
a = Konstanta
β1, β2, β3 = Koefisien regresi
e = Standar error
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :
a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 11,052 menunjukkan bahwa
jika variabel independen (pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan)
diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat
sebesar 11,052.
b. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan (X1) sebesar
0,496.Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel pemahaman
perpajakan (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan
wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,496.
c. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,487. Pada
penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel sanksi perpajakan (X2)
mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak
akan mengalami peningkatan sebesar 0,487.
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Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian  (H1 dan H2) yang diajukan dapat
dilihat sebagai berikut:
a. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel pemahaman perpajakan
memiliki t hitung sebesar 3,019> tabel t sebesar 2,04523 (sig. α=0,05 dan df = n-
k, yaitu 71-3=68)  dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,496 dan tingkat
signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti
pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan pemahaman perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemahaman masyarakat tentang
perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat untuk patuh
dalam membayarkan pajaknya baik WPOP maupun WP Badan guna untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak demi pembangunan daerah dan pembiayaan
nasional.
b. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel sanksi perpajakan
memiliki t hitung sebesar 3,176>tabel t sebesar 2,04523 dengan koefisien beta
unstandardized sebesar 0,487 dan tingkat signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari
0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif
terhadap upaya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang
menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak terbukti dan dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin berat
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sanksi yang dikenakan bagi pelanggar,maka ini akan dapat menimbulkan efek jera
agar wajib pajak tidak meremehkan peraturan perpajakandan secara tidak
langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak
terhadap Hipotesis Penelitian H3 dan H4.
Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,835a ,697 ,674 1,68388
a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore(X1), X1_M, Zscore(M), Zscore(X2)
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan tabel di atas nilai R adalah 0,835 atau 83,5% menurut
pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori
berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,60 – 0,799. Hal ini menunjukkan
bawah variabel Zscore: Pemahaman Perpajakan, Zscore: Sanksi Perpajakan,
Zscore: Preferensi Risiko, X1_M, dan X2_M berpengaruh kuat terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R Square
sebesar 0,697 yang berarti kepatuhan wajib pajakyang dapat dijelaskan oleh
variabel Zscore: Pemahaman Perpajakan, Zscore:Sanksi Perpajakan, Zscore:
Preferensi Risiko, X1_M, dan X2_M sekitar 69,7%. Sisanya sebesar 30,3%
dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
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Tabel 4.22
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 424,794 5 84,959 29,963 ,000b
Residual 184,305 65 2,835
Total 609,099 70
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore(X1), X1_M, Zscore(M), Zscore(X2)
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Hasil Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 29,963
dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa
variabel Zscore: Pemahaman Perpajakan, Zscore:Sanksi Perpajakan, Zscore:
Preferensi Risiko, X1_M, dan X2_M secara bersama-sama atau simultan
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut
(Ghozali, 2013:214):
Tabel 4.23
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi
No Tipe Moderasi Koefisien
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan
b3 Signifikan
2 Quasi Moderasi b2 Signfikan
b3 Signifikan
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signfikan
b3 Tidak Signifikan
4 Prediktor b2 Signfikan
b3 Tidak Signifikan
Keterangan:
b2 : variabel preferensi risiko
b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Pemahaman
dan Sanksi Perpajakan) dengan variabel preferensi risiko.
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Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel preferensi risiko atas
pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Regresi dengan Interaksi Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak
Tabel 4.24







B Std. Error Beta
1
(Constant) 32,744 ,338 96,904 ,000
Zscore(X1) ,494 ,337 ,167 1,466 ,148
Zscore(X2) 1,033 ,322 ,350 3,207 ,002
Zscore(M) 1,157 ,289 ,392 4,001 ,000
X1_M ,970 ,452 ,170 2,147 ,036
X2_M ,885 ,429 ,164 2,064 ,043
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS 21 (2018)
Berdasarkan tabel 4.24 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai
berikut :
Y  = 32,744 + 0,494ZX1 +1,033ZX2 +1,157ZM + 0,970|ZX1-ZM|+ 0,885|ZX2-
ZM| + e
Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
ZX1 = Standardize Pemahaman Perpajakan
ZX2 = StandardizeSanksi Perpajakan
ZM = Standardize Preferensi Risiko
|ZX1-ZM|   = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut
perbedaan antara ZX1 dan ZM
|ZX2-ZM|   =Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut
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perbedaan antara ZX2 dan ZM
a = Kostanta
β = Koefisien Regresi
e = Error Term
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:
1) Nilai konstanta sebesar 32,744 mengindikasikan bahwa jika variabel
independen (pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan interaksi antara
variabel moderasi terhadap variabel independen) adalah nol maka kepatuhan
wajib pajak akan terjadi sebesar 32,744.
2) Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,494
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel preferensi risiko
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,494.
3) Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan 1,033 mengindikasikan bahwa
setiap kenaikan satu satuan variabel sanksi perpajakan akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak sebesar 1,033.
4) Koefisien regresi variabel preferensi risiko 1,157 mengindikasikan bahwa
setiap kenaikan satu satuan variabel preferensi risiko akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajaksebesar 1,157.
5) Koefisien regresi variabel preferensi risiko dan pemahaman perpajakan
sebesar 0,970 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel
preferensi risiko akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,970.
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6) Koefisien regresi variabel preferensi risiko dan sanksi perpajakan sebesar
0,885 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel preferensi
risiko akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,885.
Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian  H3 dan H4 yang
diajukan dapat dilihat sebagai berikut:
a) Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak (H3)
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel preferensi risiko sebesar 0,000.
Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel
prefrensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan
interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi pemahaman perpajakan dan
preferensi risiko sebesar 0,036 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut
berpengaruh. Karena koefsien b2 signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan
vriabel prefrensi risiko merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan
antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajakdan sekaligus
menjadi variabel independen.
Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24
menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M  mempunyai t hitung sebesar
2,147> t tabel 1,996 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,970 dan
tingkat signifikansi 0,036 yang lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Hal ini
berarti bahwa variabel preferensi risiko merupakan variabel moderasi yang
memperkuat hubungan variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Jadi hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan preferensi risiko memoderasi
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hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau
diterima.
b) Preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak (H4)
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel preferensi risiko sebesar 0,000.
Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel
prefrensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan
interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi sanksi perpajakan dan preferensi
risiko sebesar 0,043 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut  berpengaruh.
Karena koefsien b2 signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan variabel
prefrensi risiko merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan antara
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sekaligus menjadi variabel
independen.
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24
menunjukkan bahwa variabel moderating X2_M  mempunyai t hitung sebesar
2,064> t tabel 1,996 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,885 dan
tingkat signifikansi 0,043 yang lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Hal ini
berarti bahwa variabel preferensi risiko merupakan variabel moderasi yang
memperkuat hubungan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Jadi hipotesis keempat (H4) yang menyatakan preferensi risiko memoderasi




1. Pengaruh Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan wajib pajak
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah
pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel pemahaman
perpajakan, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,46 berada pada item
pernyataan pertama. Sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan
menganggap bahwa dengan adanya pemahaman perpajakan, maka ini membantu
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga
dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berujung pada peningkatan
pendapatan negara, dengan demikian hipotesis pertama diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman wajib pajak
terhadap perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memenuhi peraturan
perpajakan yang telah ada. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan
ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak
yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak.  Sejalan denganTeori
Prospek yang dikemukakan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky (1979)
yang menjelaskan bahwa teori prospek menunjukkan bahwa seseorang yang
memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan
keuntungan daripada kerugian. Dengan demikian, wajib pajak yang paham dan
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mengetahui tentang perpajakan akan cenderung patuh dalam membayarkan
kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Adiasa (2013), Suntono
dan Andi (2015),dan Mahaputri dan Naniek (2016) yang menyatakan bahwa
pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan
wajib pajak dimana pemahaman peraturan perpajakan ialah proses dimana wajib
pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk
membayar pajak.
2. Pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil
analisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Pada variabel sanksi perpajakan, terlihat bahwa nilai
indeks tertinggi sebesar 3,53 berada pada item pernyataan pertama. Sebagian
besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa penerapan
sanksi perpajakan memang sangat dibutuhkan, khususnya pada wajib pajak KPP
Pratama Makassar Selatan. Semakin tinggi sanksi yang diberikan sesuai dengan
pelanggaran, maka ini mampu memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar
tidak meremehkan peraturan perpajakan. Dengan demikian, hipotesis kedua
diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya penerapan ini maka secara tidak
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langsung wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat
tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi
perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau
penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus
konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya, dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak
yang akan diterima oleh negara. Secara teoritis, teori yang dikemukakan oleh H.C
Kelman yakni teori kepatuhan yang dapat menjadi tolak ukur dalam bidang
perpajakan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan diartikan sebagai suatu
yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari
dari hukuman. Hukuman tersebut berupa sanksi karena ketidakpatuhan.Dengan
diberlakukannya sanksi dapat membuat wajib pajak tdak melanggar lagi tentang
peraturan perpajakan di KPP Pratama Makassar Selatan karena mereka menggap
bahwa dengan melanggar peraturan perpajakan maka hanya merugikan mereka,
dengan demikian hipotesis diterima.
Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Siregar (2017), Ardyanto dan
Utaminingsih (2014) dan Wirawan dan Naniek (2017) dalam penerapan sanksi
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif karena ketika suatu
peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada
sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera. Lain halnya
dengan penelitian Rorong dkk (2017) yang menyatakan sanksi pajak tidak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan bila sanksi yang
dikenakan masih ringan.
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3. Pengaruh Preferensi risiko dalam Memoderasi Pemahaman Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian membuktikan bahwa
preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardized X1_M
sebesar 0,970 dan tingkat signifikansi 0,36 yang lebih besar dari 0,05. Koefisien
regresi yang bernilai positif ini berarti bahwa preferensi risiko memperkuat
hubungan antara variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara preferensi risiko
dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa preferensi risiko
memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan
seseorang.  Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib
Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan
kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya  ada beberapa wajib pajak
tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela
(voluntary) dikarenakan Wajib pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di
bidang perpajakan. Pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam
membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya
pemahaman dasar mengenai perpajakan. Selain itu hal yang harus diperhatikan
wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Sebagaimana
dalam penelitian ini yang membahas mengenai teori prospek yang menjelaskan
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mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang
artinya apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak
belum tentu akan tidak membayar kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Julianti
(2014) yang mengemukakan bahwa hubungan antara pemahaman wajib pajak
tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan baik
apabila dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam
menghadapi risiko yang muncul. Karena hal ini, wajib pajak harus memahami
khususnya pemahaman dasar mengenai pajak agar wajib pajak dapat
mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan pembayaran pajak.
4. Pengaruh Preferensi Risiko dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini membuktikan
bahwa preferensi risiko memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardized X2_M
sebesar 0,885 dan tingkat signifikansi 0,043 yang lebih besar dari 0,05. Koefisien
regresi yang bernilai positif ini berarti bahwa preferensi risiko memperkuat
hubungan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara preferensi risiko
dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa preferensi risiko
memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
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Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan evektivitas sistem pajak,
sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk
patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional
dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak
dimasa yang akan datang. Menurut Witte dan Woodbury (1985) menyatakan
bahwa motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda
yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada
peraturan apabila ada sanksi yang mengikat.
Hasil penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) menemukan bahwa
preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara
sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi sanksi yang
diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu hal
yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah
risiko. Sebagaimana dalam teori prospek yang menjelaskan mengenai preferensi
risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila seorang wajib
pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak
membayar kewajiban perpajakannya. Karena hal itu terdapat beberapa risiko yang
harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak.
Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu





Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko
sebagai variabel moderating.
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal
ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang
peraturan perpajakan maka kecendrungan wajib pajak untuk patuh dalam
membayarkan kewajibannya akan semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal
ini berarti bahwa jika penerapan sanksi dikenakan terhadap wajib pajak
yang melanggar maka akan menimbulkan efek jera yang bisa
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak
menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman
perpajakan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini berarti bahwa wajib pajak
harus memahami khususnya pemahaman dasar mengenai pajak agar
wajib pajak dapat mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan
pembayaran pajak karena pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat
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penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan
wajib pajak.
4. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak
menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini berarti bahwa masyarakat
pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang
mengikat, Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam
melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena Semakin tinggi
sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi
pula.
B. Keterbatasan Penelitian
1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan
kondisi nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab
pernyataan survei secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja
menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
2. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua wajib pajak
dikarenakan terbatasnya waktu dan adanya kesibukan dari wajib pajak
yang terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan.
C. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun
implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk
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saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil
yang lebih baik, yaitu:
1. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus
mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara
dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan
biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi
kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah
disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka
harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
2. Badan usaha, membantu para pengusaha untuk memahami dan sadar
akan pentingnya membayar pajak yang juga berpengaruh untuk
kepentingan usahanya.
3. Kantor pelayanan pajak, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi
kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
pajak terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak.  Dengan
adanya pemahaman pajak dan sanksi perpajakan ini diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian.
Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan
penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada UIN Alauddin Makassar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi, yang mana salah satu persyaratannya
adalah penulisan skripsi, maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data
analisis sebagaimana “Daftar Kuesioner" terlampir.
Adapun judul skripsi yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah “Pengaruh
Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi
Risiko Sebagai Variabel Moderasi” untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i
meluangkan waktu untuk dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.
Bapak/Ibu dan Saudara/i cukup memberikan tanda ceklis/benar (√) pada pilihan jawaban
yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataa nmengharapkan hanya
satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang
diberikan :
Jawaban Bapak/Ibu dan Saudara/i berikan akan dijamin kerahasiaannya serta
orientitasnya. Kejujuran dan kebenaran jawaban yang Bapak/Ibu dan Saudara/I berikan adalah
bantuan yang tidak ternilai bagi saya. Akhirnya atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan
terimakasih.






Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada pernyataan pilihan
dengan memberi tanda (√) pada satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.
1. Nama (boleh tidak diisi) : ..................................................
2. Jenis Wajib Pajak : WPOP           WP Badan
3. Jenis Kelamin : Pria Wanita
4. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2
S3 Lainnya
5. Umur Responden : : 20-35 36-45 46-55        >56th
6. Pekerjaan :            Pegawai Negeri              Pegawai Swasta
Wirausaha
Pegawai BUMN             Lainnya
 Cara Pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu dan Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang
tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu
jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang diberikan :
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Ragu-Ragu/Netral
4 = Setuju
5=  Sangat Setuju













Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut :
1. Pajak bertujuan untuk membiayai
pengeluaran rutin di daerah serta
untuk pembangunan nasional bahkan
untuk pengembangan pendidikan dan
ekonomi masyarakat.
2. Masyarakat mengetahui fungsi dan
manfaat pajak yang digunakan untuk
membiayai pembangunan Negara
dan sarana umum bagi masyarakat.
3. Membayar pajak sesuai ketentuan,
berarti telah membantu memfasilitasi
ketersediaan dan perbaikan sarana
dan prasarana di Kabupaten tempat
saya tinggal.
4. Pemahaman mengenai peraturan
pajak dapat dengan mudah diperoleh
dari media massa.
5. Masyarakat mengetahui dan paham
bagaimana cara menghitung jumlah
pajak yang ditanggungnya.
6. Pajak adalah kontribusi wajib yang
terutang oleh pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara
langsung













Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :
1. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.
2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi
pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Sanksi adminstrasi yang dikenakan
bagi pelanggar aturan pajak sangat
ringan.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat
merupakan sarana mendidik wajib
pajak.
5. Sanksi pajak harus dikenakan
kepada pelanggarnya tanpa toleransi.













Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :
1. Saya membayar Pajak sesuai
ketentuan karena saya sadar bahwa
hal tersebut merupakan kewajiban
sebagai warga Negara Indonesia.
2. Saya membayar pajak tepat waktu
dan berusaha untuk meminimalisir
keterlambatan pembayaran.
3. Saya melaporkan informasi terbaru
perihal kepemilikan bumi/bangunan
kepada pemrintah.
4. Saya membayar pajak dengan
harapan akan berfungsi untuk
kemajuan daerah.
5. Saya membayar pajak dengan
perhitungan yang saya lakukan
sendiri.
6. Saya membayar pajak dengan teratur
karena menggunakan manajemen
perhitungan pajak yang saya lakukan
sendiri
7. Wajib pajak sebaiknya membayar
pajak tepat waktu dan melakukan
perhitungan sendiri agar pemasukan
daerah lebih efektif.
8. Saya akan membantu kelancaran
proses pemeriksaan pajak bila
diperiksa oleh petugas pajak yang
baik.













Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peryataan berikut :
Risiko Keuangan
1.
Wajib pajak yang memiliki investasi
mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak.
2. Wajib pajak yang berwirausaha
mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak.




4. Wajib pajak memiliki penyakit
kronis mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak.
5. Orang yang memiliki gangguan
kejiwaan berhak ditetapkan sebagai
wajib pajak.
6. Wajib pajak yang menderita cacat
wajib melapor pajak
Risiko Sosial








9. Wajb pajak yang memiliki pekerjaan
tidak tetap/ honorer wajib
melaporkan pajak .
10. Wajib pajak memiliki lebih dari satu
bidang pekerjaan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.
11. Wajib pajak yang dikenakan PHK
tetap memiliki kewajiban membayar
pajak.
Risiko Keselamatan






X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 TOTAL
1 4 4 5 5 5 5 28
2 5 5 5 5 5 5 30
3 4 4 5 5 5 4 27
4 4 4 4 4 5 5 26
5 5 5 4 4 5 5 28
6 4 4 4 4 4 4 24
7 4 4 4 4 4 4 24
8 5 5 4 4 4 4 26
9 5 5 5 5 4 4 28
10 5 5 4 4 4 5 27
11 4 3 4 3 3 3 20
12 5 5 4 4 4 4 26
13 5 4 4 4 4 4 25
14 5 4 4 4 4 5 26
15 4 4 4 4 4 2 22
16 4 4 4 4 4 4 24
17 4 5 4 4 4 2 23
18 5 4 4 5 4 5 27
19 5 5 5 4 3 3 25
20 5 4 4 5 4 5 27
21 5 5 4 4 3 3 24
22 4 4 4 4 4 4 24
23 4 4 4 3 3 4 22
24 4 4 4 4 4 4 24
25 5 5 5 5 5 5 30
26 5 4 4 4 3 4 24
27 5 3 5 4 3 2 22
28 5 4 4 4 4 4 25
29 4 4 3 2 3 5 21
30 4 5 5 4 4 5 27
31 4 4 4 3 4 4 23
32 5 5 4 4 5 4 27
33 5 5 5 5 5 5 30
34 5 5 5 4 4 4 27
35 5 5 4 4 4 5 27
36 4 5 5 5 4 5 28
37 5 5 5 4 5 5 29
38 5 5 5 4 4 4 27
39 5 5 4 4 4 5 27
40 4 4 4 4 4 4 24
41 4 4 4 3 3 5 23
42 5 4 4 4 4 5 26
43 5 4 4 3 4 5 25
44 4 4 4 4 4 4 24
45 5 5 5 4 4 4 27
46 4 4 4 4 4 5 25
47 5 4 4 5 4 4 26
48 4 4 4 4 4 4 24
49 4 3 5 4 4 4 24
50 4 4 4 4 4 5 25
51 4 4 4 4 4 5 25
52 4 4 4 5 4 4 25
53 5 4 4 4 4 4 25
54 5 5 5 5 4 4 28
55 3 3 3 4 4 4 21
56 5 5 5 4 5 5 29
57 4 4 4 4 2 4 22
58 5 5 5 4 4 4 27
59 4 4 3 3 3 4 21
60 5 5 5 4 4 4 27
61 4 4 4 4 4 4 24
62 4 4 4 4 4 5 25
63 4 4 4 4 4 4 24
64 3 4 4 4 4 4 23
65 5 4 5 4 4 4 26
66 4 4 4 4 4 4 24
67 5 5 5 4 4 4 27
68 4 4 4 4 4 4 24
69 5 5 4 4 4 4 26
70 4 4 4 4 3 4 23
71 4 4 4 3 4 4 23
No Sanksi Perpajakan
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Total
1 5 5 5 4 5 24
2 5 5 5 5 5 25
3 5 5 5 5 5 25
4 5 4 4 5 5 23
5 5 5 4 4 4 22
6 5 4 4 5 5 23
7 5 4 4 5 5 23
8 4 5 5 5 5 24
9 5 5 4 5 5 24
10 5 4 5 5 5 24
11 4 4 4 3 3 18
12 5 4 4 4 4 21
13 5 5 4 4 5 23
14 5 4 4 4 5 22
15 4 4 4 5 5 22
16 5 4 4 4 5 22
17 4 4 4 4 2 18
18 5 4 4 5 5 23
19 5 3 3 4 4 19
20 5 4 4 4 5 22
21 4 3 4 4 4 19
22 4 4 4 4 5 21
23 4 2 3 4 5 18
24 4 4 4 4 4 20
25 5 5 5 5 5 25
26 4 4 4 5 4 21
27 5 2 2 5 5 19
28 4 4 4 4 4 20
29 3 1 3 4 5 16
30 5 5 5 4 5 24
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 5 5 5 23
33 5 5 5 5 5 25
34 4 4 4 5 4 21
35 4 4 4 4 4 20
36 5 4 5 4 4 22
37 4 5 5 4 4 22
38 5 5 5 5 5 25
39 5 4 4 4 4 21
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 3 19
42 5 4 4 4 5 22
43 4 2 4 4 5 19
44 4 4 4 4 4 20
45 5 5 5 4 5 24
46 4 4 4 4 4 20
47 5 4 4 4 5 22
48 4 4 4 4 4 20
49 2 4 4 2 4 16
50 5 4 4 4 5 22
51 4 4 4 4 4 20
52 5 4 4 4 5 22
53 5 4 4 4 5 22
54 5 5 4 5 5 24
55 4 4 4 3 3 18
56 5 5 5 5 5 25
57 2 4 4 4 4 18
58 4 4 4 4 4 20
59 2 3 3 3 3 14
60 5 4 4 4 4 21
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 2 4 4 18
65 4 5 5 5 5 24
66 4 4 3 4 4 19
67 5 5 5 4 4 23
68 4 5 5 5 5 24
69 5 4 4 4 4 21
70 4 4 4 4 2 18
71 4 4 4 4 5 21
No Kepatuhan Wajib Pajak
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Total
1 5 5 5 5 4 4 5 5 38
2 5 5 4 5 5 4 4 5 37
3 4 4 4 4 4 5 5 5 35
4 4 4 4 5 5 4 5 4 35
5 5 5 4 4 4 5 5 5 37
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 5 5 4 4 5 5 5 5 38
8 5 4 4 4 4 4 4 4 33
9 5 5 5 5 5 5 5 4 39
10 5 4 4 5 4 4 4 5 35
11 4 5 4 4 3 3 5 5 33
12 5 5 4 5 4 4 4 4 35
13 5 4 4 5 4 4 3 4 33
14 5 4 5 5 5 5 4 5 38
15 4 4 4 5 4 4 5 4 34
16 5 4 4 4 4 4 4 5 34
17 4 4 4 4 4 4 5 4 33
18 5 4 4 5 4 4 4 5 35
19 4 3 4 4 4 3 4 3 29
20 5 4 5 4 5 4 4 5 36
21 5 4 5 4 3 5 5 4 35
22 4 3 3 4 4 4 3 6 31
23 4 4 4 4 3 3 4 3 29
24 4 3 3 5 3 4 4 5 31
25 5 5 5 5 5 5 5 5 40
26 4 4 3 4 4 4 2 4 29
27 3 4 4 5 4 4 5 4 33
28 4 4 3 4 4 4 4 5 32
29 4 3 3 3 4 3 4 4 28
30 5 5 5 5 4 5 4 4 37
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32
33 5 5 4 5 5 5 4 5 38
34 4 4 4 5 4 5 4 4 34
35 5 5 4 4 4 4 5 5 36
36 5 4 4 5 4 4 4 5 35
37 5 5 4 4 5 5 5 5 38
38 5 5 5 5 4 4 5 5 38
39 5 5 4 4 4 4 4 4 34
40 4 4 3 3 4 4 4 4 30
41 4 4 4 4 4 4 4 5 33
42 4 4 3 4 4 4 4 5 32
43 4 4 4 4 4 4 2 4 30
44 4 4 3 4 4 4 2 4 29
45 5 5 5 5 5 4 5 5 39
46 4 4 3 4 4 4 3 5 31
47 5 4 4 5 4 4 5 4 35
48 4 4 4 4 4 4 4 4 32
49 4 5 4 4 4 4 4 4 33
50 4 5 4 4 4 4 5 5 35
51 4 4 3 4 4 4 5 4 32
52 5 4 4 5 5 5 4 4 36
53 4 4 3 5 4 4 5 4 33
54 5 5 4 4 5 5 5 5 38
55 4 3 3 4 3 3 3 4 27
56 5 5 5 5 5 5 4 5 39
57 4 4 4 4 4 4 4 4 32
58 4 5 5 4 4 4 4 4 34
59 4 4 4 4 4 4 4 4 32
60 4 4 4 4 4 4 4 4 32
61 4 4 4 4 4 4 4 4 32
62 4 4 4 4 5 5 5 5 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 32
64 4 5 4 5 4 4 4 4 34
65 5 5 5 5 4 4 4 4 36
66 5 5 5 5 2 2 4 4 32
67 4 4 5 5 4 4 5 5 36
68 4 4 5 5 4 5 5 5 37
69 5 5 4 4 2 3 5 4 32
70 4 4 4 4 4 4 3 4 31
71 5 4 3 5 4 4 4 4 33
No Preferensi Risiko JUMLAH
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
1 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 2 53
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 59
3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 53
4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 52
5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 55
6 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 44
7 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 56
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 58
10 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 52
11 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 40
12 4 4 4 4 2 3 5 4 4 3 4 4 45
13 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 50
14 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 40
15 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 48
16 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 46
17 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4 46
18 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 53
19 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 44
20 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 54
21 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 40
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 41
24 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 44
25 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 52
26 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 40
27 2 2 2 4 2 2 4 4 5 4 4 5 40
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 49
29 4 3 5 3 1 3 4 5 2 3 2 3 38
30 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 54
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 46
32 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 52
33 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59
34 5 4 4 4 5 5 4 4 2 5 5 4 51
35 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 54
36 4 4 5 4 1 4 4 5 2 4 1 4 42
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
38 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 53
39 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 49
40 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47
41 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 44
42 4 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 4 41
43 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 42
44 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 46
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
46 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 45
47 5 5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 49
48 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 41
49 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 42
50 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 44
51 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 4 48
52 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 57
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 46
54 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59
55 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 41
56 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 56
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 46
58 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 48
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
61 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45
62 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 57
63 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 42
64 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 48
65 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 52
66 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 41
67 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 55
68 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 48
69 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 50
70 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 48
71 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 47
LAMPIRAN 3
STATISTIK DESKRIPTIF
A. Statistik Deskriptif Variabel
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Pemahaman
perpajakan
71 20,00 30,00 25,2535 2,26601
Sanksi Perpajakan 71 14,00 25,00 21,1972 2,42970
Preferensi Risiko 71 38,00 60,00 48,4225 5,82767
Kepatuhan Wajib
Pajak
71 27,00 40,00 33,8873 2,94981
B. Statistik Deskriptif Pernyataan
1. Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan
X1.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 2 2,8 2,8 2,8
4,00 34 47,9 47,9 50,7
5,00 35 49,3 49,3 100,0
Total 71 100,0 100,0
X1.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 4 5,6 5,6 5,6
4,00 41 57,7 57,7 63,4
5,00 26 36,6 36,6 100,0
Total 71 100,0 100,0
X1.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 3 4,2 4,2 4,2
4,00 47 66,2 66,2 70,4
5,00 21 29,6 29,6 100,0
Total 71 100,0 100,0
X1.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,4 1,4 1,4
3,00 7 9,9 9,9 11,3
4,00 51 71,8 71,8 83,1
5,00 12 16,9 16,9 100,0
Total 71 100,0 100,0
X1.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,4 1,4 1,4
3,00 10 14,1 14,1 15,5
4,00 50 70,4 70,4 85,9
5,00 10 14,1 14,1 100,0
Total 71 100,0 100,0
X1.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 3 4,2 4,2 4,2
3,00 3 4,2 4,2 8,5
4,00 41 57,7 57,7 66,2
5,00 24 33,8 33,8 100,0
Total 71 100,0 100,0
2. Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan
X2.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 3 4,2 4,2 4,2
3,00 1 1,4 1,4 5,6
4,00 33 46,5 46,5 52,1
5,00 34 47,9 47,9 100,0
Total 71 100,0 100,0
X2.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
1,00 1 1,4 1,4 1,4
2,00 3 4,2 4,2 5,6
3,00 3 4,2 4,2 9,9
4,00 46 64,8 64,8 74,6
5,00 18 25,4 25,4 100,0
Total 71 100,0 100,0
X2.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 2 2,8 2,8 2,8
3,00 5 7,0 7,0 9,9
4,00 47 66,2 66,2 76,1
5,00 17 23,9 23,9 100,0
Total 71 100,0 100,0
X2.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,4 1,4 1,4
3,00 3 4,2 4,2 5,6
4,00 46 64,8 64,8 70,4
5,00 21 29,6 29,6 100,0
Total 71 100,0 100,0
X2.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 2 2,8 2,8 2,8
3,00 4 5,6 5,6 8,5
4,00 29 40,8 40,8 49,3
5,00 36 50,7 50,7 100,0
Total 71 100,0 100,0
3. Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Y1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 1 1,4 1,4 1,4
4,00 39 54,9 54,9 56,3
5,00 31 43,7 43,7 100,0
Total 71 100,0 100,0
Y2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 5 7,0 7,0 7,0
4,00 42 59,2 59,2 66,2
5,00 24 33,8 33,8 100,0
Total 71 100,0 100,0
Y3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 13 18,3 18,3 18,3
4,00 43 60,6 60,6 78,9
5,00 15 21,1 21,1 100,0
Total 71 100,0 100,0
Y4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 2 2,8 2,8 2,8
4,00 40 56,3 56,3 59,2
5,00 29 40,8 40,8 100,0
Total 71 100,0 100,0
Y5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 2 2,8 2,8 2,8
3,00 5 7,0 7,0 9,9
4,00 50 70,4 70,4 80,3
5,00 14 19,7 19,7 100,0
Total 71 100,0 100,0
Y6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,4 1,4 1,4
3,00 6 8,5 8,5 9,9
4,00 48 67,6 67,6 77,5
5,00 16 22,5 22,5 100,0
Total 71 100,0 100,0
Y7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 3 4,2 4,2 4,2
3,00 5 7,0 7,0 11,3
4,00 38 53,5 53,5 64,8
5,00 25 35,2 35,2 100,0
Total 71 100,0 100,0
Y8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 2 2,8 2,8 2,8
4,00 39 54,9 54,9 57,7
5,00 29 40,8 40,8 98,6
6,00 1 1,4 1,4 100,0
Total 71 100,0 100,0
4. Deskriptif Variabel Preferensi Risiko
M1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,4 1,4 1,4
3,00 4 5,6 5,6 7,0
4,00 52 73,2 73,2 80,3
5,00 14 19,7 19,7 100,0
Total 71 100,0 100,0
M2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 1 1,4 1,4 1,4
3,00 3 4,2 4,2 5,6
4,00 51 71,8 71,8 77,5
5,00 16 22,5 22,5 100,0
Total 71 100,0 100,0
M3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 2 2,8 2,8 2,8
3,00 7 9,9 9,9 12,7
4,00 43 60,6 60,6 73,2
5,00 19 26,8 26,8 100,0
Total 71 100,0 100,0
M4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 5 7,0 7,0 7,0
3,00 6 8,5 8,5 15,5
4,00 43 60,6 60,6 76,1
5,00 17 23,9 23,9 100,0
Total 71 100,0 100,0
M6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 10 14,1 14,1 14,1
3,00 7 9,9 9,9 23,9
4,00 33 46,5 46,5 70,4
5,00 21 29,6 29,6 100,0
Total 71 100,0 100,0
M6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 10 14,1 14,1 14,1
3,00 7 9,9 9,9 23,9
4,00 33 46,5 46,5 70,4
5,00 21 29,6 29,6 100,0
Total 71 100,0 100,0
M7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 2 2,8 2,8 2,8
3,00 2 2,8 2,8 5,6
4,00 51 71,8 71,8 77,5
5,00 16 22,5 22,5 100,0
Total 71 100,0 100,0
M8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
3,00 1 1,4 1,4 1,4
4,00 49 69,0 69,0 70,4
5,00 21 29,6 29,6 100,0
Total 71 100,0 100,0
M9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 6 8,5 8,5 8,5
3,00 3 4,2 4,2 12,7
4,00 45 63,4 63,4 76,1
5,00 17 23,9 23,9 100,0
Total 71 100,0 100,0
M10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 3 4,2 4,2 4,2
3,00 7 9,9 9,9 14,1
4,00 38 53,5 53,5 67,6
5,00 23 32,4 32,4 100,0
Total 71 100,0 100,0
M11
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
1,00 1 1,4 1,4 1,4
2,00 6 8,5 8,5 9,9
3,00 4 5,6 5,6 15,5
4,00 39 54,9 54,9 70,4
5,00 21 29,6 29,6 100,0
Total 71 100,0 100,0
M12
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
2,00 5 7,0 7,0 7,0
3,00 7 9,9 9,9 16,9
4,00 44 62,0 62,0 78,9
5,00 15 21,1 21,1 100,0




1. Variabel Pemahaman Perpajakan
Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Pemahaman
X1.1
Pearson Correlation 1 ,570** ,421** ,252* ,173 ,109 ,630**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,034 ,150 ,367 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71
X1.2
Pearson Correlation ,570** 1 ,444** ,264* ,323** ,186 ,706**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,026 ,006 ,121 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71
X1.3
Pearson Correlation ,421** ,444** 1 ,486** ,348** ,007 ,663**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,951 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71
X1.4
Pearson Correlation ,252* ,264* ,486** 1 ,474** ,118 ,653**
Sig. (2-tailed) ,034 ,026 ,000 ,000 ,329 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71
X1.5
Pearson Correlation ,173 ,323** ,348** ,474** 1 ,390** ,706**
Sig. (2-tailed) ,150 ,006 ,003 ,000 ,001 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71
X1.6
Pearson Correlation ,109 ,186 ,007 ,118 ,390** 1 ,522**
Sig. (2-tailed) ,367 ,121 ,951 ,329 ,001 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71
Pemahaman
Pearson Correlation ,630** ,706** ,663** ,653** ,706** ,522** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
2. Variabel Sanksi Perpajakan
Correlations
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Sanksi Perpajakan
X2.1
Pearson Correlation 1 ,351** ,274* ,465** ,444** ,728**
Sig. (2-tailed) ,003 ,021 ,000 ,000 ,000
N 71 71 71 71 71 71
X2.2
Pearson Correlation ,351** 1 ,700** ,272* ,118 ,709**
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,022 ,326 ,000
N 71 71 71 71 71 71
X2.3
Pearson Correlation ,274* ,700** 1 ,308** ,239* ,715**
Sig. (2-tailed) ,021 ,000 ,009 ,045 ,000
N 71 71 71 71 71 71
X2.4
Pearson Correlation ,465** ,272* ,308** 1 ,523** ,706**
Sig. (2-tailed) ,000 ,022 ,009 ,000 ,000
N 71 71 71 71 71 71
X2.5
Pearson Correlation ,444** ,118 ,239* ,523** 1 ,659**
Sig. (2-tailed) ,000 ,326 ,045 ,000 ,000
N 71 71 71 71 71 71
Sanksi
Perpajakan
Pearson Correlation ,728** ,709** ,715** ,706** ,659** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 71 71 71 71 71 71
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Kepatuhan
Wajib Pajak
Y1
Pearson Correlation 1 ,510** ,437** ,379** ,215 ,255* ,185 ,272* ,640**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,071 ,032 ,123 ,022 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Y2
Pearson Correlation ,510** 1 ,521** ,259* ,185 ,239* ,367** ,180 ,664**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,029 ,123 ,045 ,002 ,133 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Y3
Pearson Correlation ,437** ,521** 1 ,425** ,178 ,256* ,381** ,086 ,676**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,137 ,031 ,001 ,477 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Y4
Pearson Correlation ,379** ,259* ,425** 1 ,174 ,217 ,199 ,136 ,552**
Sig. (2-tailed) ,001 ,029 ,000 ,146 ,069 ,096 ,259 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Y5
Pearson Correlation ,215 ,185 ,178 ,174 1 ,674** ,124 ,320** ,585**
Sig. (2-tailed) ,071 ,123 ,137 ,146 ,000 ,302 ,006 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Y6
Pearson Correlation ,255* ,239* ,256* ,217 ,674** 1 ,237* ,362** ,662**
Sig. (2-tailed) ,032 ,045 ,031 ,069 ,000 ,047 ,002 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Y7
Pearson Correlation ,185 ,367** ,381** ,199 ,124 ,237* 1 ,208 ,592**
Sig. (2-tailed) ,123 ,002 ,001 ,096 ,302 ,047 ,081 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Y8
Pearson Correlation ,272* ,180 ,086 ,136 ,320** ,362** ,208 1 ,516**
Sig. (2-tailed) ,022 ,133 ,477 ,259 ,006 ,002 ,081 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Kepatuhan
Wajib Pajak
Pearson Correlation ,640** ,664** ,676** ,552** ,585** ,662** ,592** ,516** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
4. Variabel Preferensi Risiko
Correlations





1 ,744** ,420** ,262* ,360** ,495** ,477** ,363** ,025 ,235* ,308** -,026 ,565**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,027 ,002 ,000 ,000 ,002 ,833 ,049 ,009 ,829 ,000






1 ,481** ,458** ,474** ,499** ,369** ,423** ,284* ,389** ,418** ,144 ,713**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,016 ,001 ,000 ,230 ,000






,481** 1 ,607** ,373** ,395** ,171 ,419** ,178 ,378** ,246* ,355** ,640**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,154 ,000 ,138 ,001 ,039 ,002 ,000




,262* ,458** ,607** 1 ,531** ,391** ,211 ,329** ,344** ,475** ,400** ,354** ,718**
Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,000 ,000 ,001 ,077 ,005 ,003 ,000 ,001 ,002 ,000






,474** ,373** ,531** 1 ,659** ,332** ,111 ,384** ,367** ,477** ,289* ,770**
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,001 ,000 ,000 ,005 ,356 ,001 ,002 ,000 ,015 ,000






,499** ,395** ,391** ,659** 1 ,463** ,292* ,168 ,436** ,418** ,166 ,738**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,014 ,160 ,000 ,000 ,167 ,000






,369** ,171 ,211 ,332** ,463** 1 ,408** ,235* ,177 ,257* ,133 ,524**
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,154 ,077 ,005 ,000 ,000 ,049 ,140 ,030 ,268 ,000






,423** ,419** ,329** ,111 ,292* ,408** 1 ,203 ,395** ,209 ,289* ,515**
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,005 ,356 ,014 ,000 ,090 ,001 ,080 ,015 ,000




,025 ,284* ,178 ,344** ,384** ,168 ,235* ,203 1 ,348** ,336** ,234* ,511**
Sig. (2-tailed) ,833 ,016 ,138 ,003 ,001 ,160 ,049 ,090 ,003 ,004 ,049 ,000




,235* ,389** ,378** ,475** ,367** ,436** ,177 ,395** ,348** 1 ,572** ,225 ,666**
Sig. (2-tailed) ,049 ,001 ,001 ,000 ,002 ,000 ,140 ,001 ,003 ,000 ,059 ,000






,418** ,246* ,400** ,477** ,418** ,257* ,209 ,336** ,572** 1 ,326** ,685**
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,039 ,001 ,000 ,000 ,030 ,080 ,004 ,000 ,006 ,000




-,026 ,144 ,355** ,354** ,289* ,166 ,133 ,289* ,234* ,225 ,326** 1 ,471**
Sig. (2-tailed) ,829 ,230 ,002 ,002 ,015 ,167 ,268 ,015 ,049 ,059 ,006 ,000







,713** ,640** ,718** ,770** ,738** ,524** ,515** ,511** ,666** ,685** ,471** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
B. Uji Realibilitas
1. Variabel Pemahaman Perpajakan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,709 6
2. Variabel Sanksi Perpajakan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,740 5
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,756 8
4. Variabel Preferensi Risiko
Reliability Statistics














Asymp. Sig. (2-tailed) ,990
a. Test distribution is Normal.






Pemahaman Perpajakan ,358 2,791
Sanksi Perpajakan ,400 2,498
Preferensi Risiko ,493 2,027
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
)
C. Uji Heteroskedastisitas






B Std. Error Beta
1
(Constant) 2,735 2,471 1,107 ,272
Pemahaman
Perpajakan
,103 ,162 ,125 ,634 ,528
Sanksi Perpajakan -,003 ,143 -,004 -,023 ,982
Preferensi Risiko -,106 ,054 -,332 -1,979 ,052





Cases < Test Value 35
Cases >= Test Value 36
Total Cases 71
Number of Runs 40
Z ,839




A. Hasil Uji Regresi Berganda
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the Estimate
1 ,733a ,537 ,523 2,03742
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan
Hasil Uji f – Uji Simultan
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 326,825 2 163,412 39,366 ,000b
Residual 282,274 68 4,151
Total 609,099 70
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan






B Std. Error Beta
1
(Constant) 11,052 2,727 4,053 ,000
Pemahaman
Perpajakan
,496 ,164 ,381 3,019 ,004
Sanksi Perpajakan ,487 ,153 ,401 3,176 ,002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
B. Analisis Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,835a ,697 ,674 1,68388
a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore(X1), X1_M, Zscore(M),
Zscore(X2)
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 424,794 5 84,959 29,963 ,000b
Residual 184,305 65 2,835
Total 609,099 70
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore(X1), X1_M, Zscore(M), Zscore(X2)







B Std. Error Beta
1
(Constant) 32,744 ,338 96,904 ,000
Zscore(X1) ,494 ,337 ,167 1,466 ,148
Zscore(X2) 1,033 ,322 ,350 3,207 ,002
Zscore(M) 1,157 ,289 ,392 4,001 ,000
X1_M ,970 ,452 ,170 2,147 ,036
X2_M ,885 ,429 ,164 2,064 ,043
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
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